
BUPATI LAMONGAN 
PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 53 TAHUN 2021 

TENTANG 

' \ 

I SALINAN ; 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 

2016 TENTANG NILAI PASAR TANAH DI K,ABUAPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan un tuk nilai pasar tan ah se bagaimana 

telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 

61 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang 

Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Lamongan dalam 

pelaksanaannya telah mengalami peru bah an 

zona nilai pasar dan tidak sesuai dengan kondisi 

harga pasar tanah yang obyektif di lapangan, 

perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nilai Pasar 

Tanah di Kabupaten Lamongan; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
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Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

186); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 

Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 

Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 



Menetapkan 
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11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 

2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2010 Nomor 50) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 

2010 tentang Siatem dan Prosedur Pemungutan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2014 Nomor 10); 

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 Tahun 

2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten 

Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 Nomor 95) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 61 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 Tahun 

2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten 

Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2018 Nomor 12); 

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 

Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2016 

TENTANG NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN 

LAMONGAN. 

Pasall 

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 
Tahun 2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten 

Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 Nomor 95) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 

201 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
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Lamongan Nomor 95 Tahun 2016 tentang Nilai Pasar 

Tanah di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah 

Ka bu paten Lamongan Tahun 2018 Nomor 12) diubah 

sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 27 Desember 2021 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd 

YUHROHNUR EFENDI 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 27 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd 
MOH. NALIKAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 53 

Ir 
alman sesuai dengan aslinya 

ep n Hukum, 

- I 

: JOKO NlJRSIYANTO 
NIP·. 19680114 198801 1 001 



1 2 3 
. 086 

9 BANGLE 084 
085 
086 

4 
14.000 
27 .000 
20.000 
14 .000 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd 

YUHRONUR EFFENDI 

5 
55 .000 

150.000 
85 .000 
55 .000 


